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TENTANG

KONFLIK KEPENTINGAN FUNGSIONARIS PARTAI YANG MENJADI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pemohon . Muhammad Hafidz

Jenis Perkara . Pengujian Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara . Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 82 huruf | UU Pemilu,
bertentangan dengan hak pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD
1945;

Amar Putusan . 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf | Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus
(fungsionaris) partai politik;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan : Senin, 23 Juli 2018.
Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat Peserta Pemilihan Umum
2014. Pemohon bermaksud untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD
pada Pemilu 2019, menganggap hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dalam Pasal
28D ayat (1) UUD 1945 dirugikan oleh tidak jelasnya frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182
huruf | UU Pemilu. Tidak jelasnya frasa “pekerjaan lain” membuka kemungkinan untuk
diartikan bahwa pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD di
mana hal tersebut bertentangan dengan maksud asli dibentuknya DPD sebagai wujud
representasi masyarakat lokal yang harus bebas dari kepentingan partai politik tertentu.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD
1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;



Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon telah secara
spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang potensial dirugikan dan potensi kerugian
dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, sehingga telah
tampak adanya hubungan kausal (causal-verband) antara kerugian hak konstitusional yang
didalilkan dan berlakunya Pasal 182 huruf | UU Pemilu; oleh karena itu jika permohonan a
quo dikabulkan, potensi kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan
demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan
Pasal 182 huruf | UU Pemilu dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo

Dalam pokok permohonan, menurut Mahkamah persoalan konstitusional yang harus
dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah: apakah yang dimaksud dengan frasa “pekerjaan
lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak
sebagai anggota DPD” dalam Pasal 182 huruf | UU Pemilu?

Secara historis, pembentukan DPD dilandasi oleh pemikiran untuk lebih
mengakomodasi aspirasi daerah dan mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan-
keputusan politik di tingkat nasional terutama yang langsung berkait dengan kepentingan
daerah. Pentingnya mendengar aspirasi daerah dan melibatkannya dalam pengambilan
keputusan politik untuk hal-hal tertentu juga dimaksudkan sebagai bagian dari constitutional
engineering untuk mengatasi dan mencegah timbulnya ketidakpuasan daerah yang
disebabkan oleh pengambilan keputusan politik yang bersifat sentralistik;

DPD didesain sebagai kekuatan pengimbang terhadap DPR sebagai lembaga negara
yang oleh UUD 1945 diberi kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden.
Artinya, kebijakan legislasi dalam wujud pembentukan undang-undang yang berkait
langsung dengan kepentingan daerah tidak boleh semata-mata lahir sebagai produk
akomodasi dan kompromi politik kekuatan-kekuatan yang merupakan perwujudan
representasi politik, yaitu DPR dan Presiden yang meskipun sama-sama dipilih oleh rakyat
namun pengusulan dalam pengisian jabatannya dilakukan melalui sarana partai politik. Oleh
karena itu, untuk dapat menjadi kekuatan pengimbang maka pengisian jabatan anggota DPD
harus berasal dari luar partai politik. Anggota DPD didesain berasal dari tokoh-tokoh daerah
yang memahami kebutuhan daerahnya dan memiliki kemampuan untuk menyuarakan dan
memperjuangkan kebutuhan itu dalam pengambilan keputusan politik nasional yang berkait
langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam proses pembentukan undang-
undang;

Persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus atau berasal dari pengurus
partai politik mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (double
representation) partai politik dalam pengambilan keputusan, lebih-lebih keputusan politik
penting seperti perubahan Undang-Undang Dasar. Dalam Putusan Mahkamah Nomor
92/PUU-X/2012 Mahkamah juga menekankan keanggotaan DPD sebagai representasi
teritorial yang pengisian jabatannya bukan berasal dari partai politik serta perbedaannya
dengan anggota DPR yang berasal dari partai politik. Pendirian Mahkamah tersebut koheren
dengan pendirian Mahkamah berkenaan dengan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh
DPD sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XI1/2014
yang pada intinya menegaskan bahwa DPD harus secara maksimal dilibatkan dalam proses
pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;

Apabila keanggotaan DPD juga dimungkinkan berasal dari partai politik, in casu
pengurus partai politik, maka keadaan demikian akan makin meneguhkan fenomena di mana
keputusan politik yang berkait langsung dengan kepentingan daerah, khususnya dalam
kebijakan legislasi, secara faktual menjadi berada di tangan pihak yang semata-mata
merupakan representasi politik. Hal ini jelas tidak bersesuaian dengan semangat yang
terkandung dalam Pasal 22D UUD 1945;



Pasal 182 UU Pemilu yang mengatur persyaratan perseorangan untuk menjadi calon
anggota DPD tidak secara tegas menyebutkan adanya larangan bagi pengurus partai politik
untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Sebagai lembaga yang didirikan dengan
fungsi mengawal Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan yang menganut prinsip supremasi
konstitusi, Mahkamah berkewajiban untuk menjamin terealisasinya semangat yang
terkandung dalam Pasal 22D UUD 1945, sehingga gagasan bahwa DPD merupakan
representasi daerah benar-benar terealisasi dan tidak terdistorsi dalam praktik kehidupan
bernegara yang disebabkan tidak adanya pembatasan berkenaan dengan persyaratan
pencalonan terutama yang terkait dengan pengurus partai politik;

Tidak adanya penjelasan terhadap frasa “pekerjaan lain” yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan
peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 182 huruf | UU Pemilu, timbul ketidakpastian
hukum apakah perseorangan warga negara Indonesia yang sekaligus pengurus partai politik
dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD, Jika ditafsirkan dapat maka hal itu akan
bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus
berpotensi lahirnya perwakilan ganda (double representation) sebab, jika calon anggota DPD
yang berasal dari pengurus partai politik tersebut terpilih, maka partai politik dari mana
anggota DPD itu berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR maupun di DPD
sekalipun yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan tatkala mendaftarkan diri
sebagai calon anggota DPD. Hal ini berarti bertentangan dengan semangat Pasal 22D UUD
1945. Sebaliknya, jika ditafsirkan tidak dapat, larangan demikian tidak secara ekplisit
disebutkan dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 182 huruf I. Oleh karena itu Mahkamah
menegaskan bahwa perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai
anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik;

Selanjutnya Mahkamah juga mempertimbangkan fakta bahwa saat ini terdapat anggota
DPD yang juga pengurus partai politik. Terhadapnya, oleh karena anggota DPD yang juga
pengurus partai politik tersebut terpilih menjadi anggota DPD sebelum adanya Putusan ini
maka sesuai dengan prinsip presumption of constitutionality keanggotaan yang
bersangkutan di lembaga tersebut (DPD) harus dianggap didasarkan atas undang-undang
yang konstitusional. Artinya, sejalan dengan sifat prospektif putusan Mahkamah maka
Putusan ini tidak berlaku terhadap yang bersangkutan kecuali yang bersangkutan
mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD setelah Putusan ini berlaku sesuai dengan
Pasal 47 UU MK. Mahkamah penting menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “pengurus
Partai Politik” dalam putusan ini adalah pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat
paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan;

Untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai,
dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai
politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang
bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan
mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan
tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk
selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi
pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat
dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 182 huruf | UU Pemilu adalah beralasan
menurut hukum sepanjang frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf | UU Pemilu
dimaksud tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik.



